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KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur dipanjat kehadirat Allah SWT. telah 

memberikan rahmat, hidayah dan karuniaNya, bahwasanya buku 

ini dapat diselesaikan juga yang diberi judul ´KEBIJAKAN 

HUKUM AGRARIA DALAM PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN 

HUKUM TANAH NASIONAL DI INDONESIAµ 

Buku ini disusun untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa 

pada umumnya dan khususnya Program Studi S2 Kenotariatan. 

Penulisan buku ini dengan menggunakan pendekatan historis dan 

analistis dimana dalam pengkajiannya dimulai sejak masa VOC, 

Penjajahan Belanda di Indonesia hingga berlakunya UUPA dan 

hingga perkembangan Hukum Tanah di Indonesia sampai di 

undangkannya Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) saat ini. 

Dilakukannya beberapa kali revisi dalam isi buku ini dikarenakan 

banyaknya perubahan ketentuan peraturan perundangan di 

bidang pertanahan maka seiring dengan itu pula buku ini ikut 

mengikuti perkembangan tersebut. 

Materi buku ajar ini salah satu sub bab telah membahas juga 

Organisasi dan Kelembagaan Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/BPN. Manfaat berikutnya salah satunya dengan membaca 

buku ini dapat membantu bagi para alumni Program Kenotariatan 

untuk mengikuti ujian PPAT.  

Materi dari buku ini disusun dengan bahasa yang mudah 

difahami sehingga bagi mahasiswa diharapkan dapat dengan 

mudah mempelajarinya. 

Penyusun menyadari sepenuhnya dalam penyajian buku 

ajar ini masih terdapat kekurangan disana sini mengingat luasnya 

materi Hukum Agraria sehingga sumbang saran dan kritik yang 

konstruktif dari semua pihak, penulis sangat mengharapkan demi 

perbaikan dalam penyusunan buku ini. 

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima 

kasih kepada semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu 

yang turut membantu dalam penyelesaian penyusunan buku ini. 
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Akhir kata penyusun dengan memajatkan doa kepada Allah 

SWT., semoga buku ini bermanfaat dan dapat membantu bagi para 

mahasiswa maupun alumni Program Studi Kenotariatan pada 

khususnya dan kepada para pembaca pada umumnya untuk 

mempelajari Hukum Agraria.  

 
Jakarta, Oktober 2022 

Penulis,  

 

 

Ali Abdullah 
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Sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 sebagai tujuan nasional telah diwujudkan 

melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan 

rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan 

kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945. Penyelenggraan negara dilaksanakan melalui 

pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa 

yang dilakukan oleh penyelenggara negara, yaitu lembaga-

lembaga tinggi negara bersama-sama segenap rakyat Indonesia di 

seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. 

Dalam rangka pembangunan nasional untuk mewujudkan 

masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945, tanah merupakan salah satu modal utama, 

baik sebagai wadah menghasilkan komoditas-komoditas 

perdagangan yang sangat diperlukan guna meningkatkan 

pendapatan Nasional. Pemberian karunia tersebut didalamnya 

mengandung amanat, berupa beban tugas untuk pengelolaannya 

dengan baik, bukan saja untuk generasi sekarang melainkan juga 

untuk generasi-generasi mendatang. 

Tugas kewajiban mengelola tersebut yang menurut sifatnya 

termasuk bidang hukum publik, tidak mungkin dilaksanakan 

sendiri oleh seluruh bangsa Indonesia, maka saat dibentuknya 

Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 wakil-

wakil bangsa Indonesia telah meletakkan dasar politik hukum 

agraria nasionalnya sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 33 

PERKEMBANGAN 
HUKUM AGRARIA DAN 

KEBIJAKAN HUKUM 
PERTANAHAN 
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A. Politik Agraria Masa Kolonial 

Kebijaksanaan agraria masa penjajahan, pentahapannya 

mempunyai ciri-ciri yaitu : 

1. Sebelum sampai dengan tahun 1870 

a. Zaman VOC: tidak mengubah struktur penguasaan dan 

pemilik tanah, kecuali pajak hasil pertanian dan kerja 

rodi. 

b. Zaman Daendels: awal dari perubahan struktur 

penguasaan dan pemilikan tanah dengan penjualan 

tanah, hingga menimbulkan tanah partikelir. 

c. Zaman Raffles: semua tanah yang dibawah kekusaannya 

governement dinyatakan sebagai eigendom governement. 

Dengan dasar ini setiap tanah dikenakan pajak bumi. 

d. Zaman Cultuurstelsel: pemaksaan penduduk bangsa 

Indonesia untuk menanam tanaman tertentu (misalnya 

tebu, kopi, dll) yang diperintahkan Pemerintah Belanda, 

dan hasilnya harus diserahkan untuk kepentingan 

penjajahan. 

e. Akibat dari cultuurtstelsel penduduk mulai menggarap 

tanah marginal utama didaerah pegunungan untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya, karena tanahnya yang 

subur dipaksa untuk tanaman komoditi tertentu.  

2. Dasar politik agraria kolonial adalah prinsip dagang, yaitu 

mendapatkan hasil bumi/bahan mentah dengan harga 

serendah mungkin, kemudian dijual dengan harga setinggi-

tingginya. Keuntungan ini dinikmati juga oleh pengusaha 

SEJARAH 
POLITIK HUKUM 

AGRARIA 
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A. Faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Hukum Agraria 

Nasional 

Sistem Perekonomian Nasional sebuah bangsa sudah 

selayaknya mampu memberikan jaminan yang sama bagi 

setiap warga negaranya untuk memperoleh kesejahteraan 

melalui ketersediaan akses terhadap bumi, air dan ruang 

angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

(yang merupakan pengertian agraria). UUD 1945 telah 

meletakkan dasar yang kokoh untuk memantapkan cita-cita 

bangsa Indonesiadalam memajukan kesejahteraan umum, 

melalui pengaturan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang 

menegaskan bahwasanya Bumi dan Air dan kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

.RQVHS�´1HJDUD�PHQJXDVDL�EXPL��DLU��GDQ�NHND\DDQ�DODP�\DQJ�

WHUNDQGXQJ� GL� GDODPQ\Dµ� GDODP� 3DVDO� ��� D\DW� ���� 88'� �����

untuk selanjutnya dikenal dengan konsepsi Hak Menguasai 

Negara. 

Dasar-dasar Pembentukan UUPA Hukum Agraria 

harus memberi kemungkinan tercapainya penggunaan yang 

bermanfaat dari bumi, air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya bagi kepentingan rakyat dan negara. 

Hukum Agraria baru ini harus juga mewujudkan penjelmaan 

asas Kerohanian Negara dan cita-cita Bangsa seperti yang 

tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, serta harus 

merupakan perwujudan ketentuan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945. 

HUKUM 
AGRARIA 

NASIONAL 
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A. Lembaga Hukum Tanah Nasional  

1. Beberapa Lembaga Hukum Tanah Nasional 
Sumber-sumber hukum tanah nasional adalah hukum adat 

karena bagian-bagian hukum adat yang dapat dijadikan 

sumber hukum tanah nasional adalah: 

a. Konsepsi (komunalistik religius); 

b. Asas (religiusitas, kebangsaan, demokrasi, 

kemasyarakatan, pemerataan, keadilan sosoal, 

penggunaan dan pemeliharaan tanah secara berencana 

dan pemisahan horisontal; 

c. Lembaga (jual beli); 

d. Sistem (hak penguasaan atas tanah). 

Dimungkinkan dengan menciptakan lembaga baru 

yang belum dikenal dalam hukum adat atau dengan 

mengambil lembaga-lembaga asing guna memperkaya dan 

mengembangkan Hukum Tanah Nasional, asal lembaga 

baru tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945. 

Lembaga hukum adat yang diambil dalam rangka 

pembagunan Hukum Tanah Nasional adalah yang sudah 

disempurnakan dan disesuaikan dengan kebutuhan 

masyarakat yang akan dilayaninya, yaitu lembaga adat yang 

telah dimodernisir. 

a. Lembaga Jual Beli 

Dalam rangka meningkatkan mutu alat bukti 

perbuatan hukum jual beli maka aktanya tidak dibuat 

dihadapan kepala desa tetapi dibuat oleh PPAT 

LEMBAGA-LEMBAGA 
HUKUM TANAH DAN 
KONVERSI HAK ATAS 

TANAH 
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A. Jenis-jenis Hak Atas Tanah  

Pemahaman hak-hak atas tanah adalah termasuk salah 

satu hak perorangan atas tanah, yaitu hak yang memberi 

wewenang kepada pemegang haknya (perseorangan atau juga 

merupakan sekelompok orang bersama-sama, badan hukum) 

untuk memakai dalam arti mengusai, menggunakan, dan atau 

mengambil manfaat dari bidang tanah tertentu.  

Hak atas tanah : 

1. Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang 

kepada pemegang haknya untuk menggunakan tanah atau 

mengambil manfaat dari tanah yang di haki. Dasar hukum 

pemberian hak atas tanah kepada perseorangan atau adan 

hukum dimuat dalam Pasal 4 ayat 1 UUPA 

2. Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan 

hukum antara pemegang hak dengan Tanah, termasuk 

ruang di atas Tanah, dan atau ruang di bawah Tanah untuk 

menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, 

serta memelihara Tanah, ruang di atas Tanah, dan/atau 

ruang di bawah Tanah (Pasal 1 angka 4 PP No. 18 Tahun 

2021) 

Sebagai dasar hukum macam-macam hak atas tanah 

dapat di lihat pada Pasal 16 UUPA, Pasal 53 UUPA dan dalam 

peraaturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna 

Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak pakai Atas Tanah (LNRI) 

 

HAK-HAK ATAS 
TANAH MENURUT 

UUPA 
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A. Landreform 

/DQGUHIRUP� EHUDVDO� GDUL� EDKDVD� ,QJJULV�� \DLWX�� ´/DQGµ 

DUWLQ\D� WDQDK� GDQ� ´5HIRUPµ� DUWLQ\D� SHUXEDKDQ�� SHURPEDNDQ��

Dengan demikian secara etimologi land reform dapat di artikan 

perombakan terhadap struktur pertanahan. Menurut Budi 

Harono land reform dalam artian sempit merupakan rangkaian 

dalam rangka agrarian reform Indonesia.  

Pengertian Land Reform : Land reform adalah sebuah 

upaya yang secara sengaja bertujuan untuk merombak dan 

mengubah sistem agraria yang ada dengan maksud untuk 

meningkatkan distribusi pendapatan pertanian dan dengan 

demikian mendorong pembangunan pedesaan. Di antara 

berbagai bentuk, reformasi tanah /land reform, mungkin 

memerlukan pemberian hak-hak kepemilikan yang dijaminkan 

kepada petani atau individu-individu pada masyarakat, Land 

reform juga dapat diartikan sebagai pengalihan kepemilikan 

tanah, yang terkadang dalam penggunaan lahannya untuk 

perkebunan guna membangun pertanian kecil pemukiman 

baru. 

Secara luas : perombakan hukum dan politik agrarian / 

pengusahaan pertanahan 

Secara sempit : penguasaan sesuai dengan kemampuan 

PDQXVLD�µWDQLµ�GDODP�PHQJHUMDNDQ�VHQGLUL�SHUWDQDKDQQ\D. 

Dalam UUPA asas-asas dan ketentuan pokok land reform 

meliputi perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan 

LANDREFORM 
DAN TANAH 
TERLANTAR 
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A. Konsolidasi Tanah 

1. Pengertian Konsolidasi tanah 

Pasal 1 angka 1 Perkaban No. 4 Tahun 1991 Konsolidasi 

Tanah 

a. Konsolidasi Tanah adalah kebijakan pertanahan 

mengenai penataan kembali penguasaan dan 

penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk 

kepentingan pembangunan, untuk meningkatkan 

kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya 

alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat 

(Peraturan KaBPN No.4 Tahun 1991) 

b. Peserta konsolidasi tanah adalah pemegang hak atas 

tanah atau penggarap tanah negara obyek Konsolidasi 

Tanah.  

c. Tanah obyek Konsolidasi Tanah adalah tanah negara non 

pertanian dan atau tanah hak, di wilayah perkotaan atau 

pedesaan yang ditegaskan oleh Kepala Badan 

Pertanahan Nasional untuk dikonsolidasi.  

d. Sumbangan tanah untuk pembangunan adalah bagian 

dari obyek Konsolidasi Tanah yang disediakan untuk 

pembangunan prasarana jalan dan fasilitas umum 

lainnya, serta untuk Tanah Pengganti biaya Pelaksanaan.  

e. Tanah pengganti Biaya Pelaksanaan adalah bagian dari 

Sumbangan Tanah untuk Pembangunan yang 

diserahkan kepada pihak ketiga dengan pembayaran 

KONSOLIDASI 
TANAH DAN TATA 

GUNA TANAH 
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A. Pengertian Pendaftaran Tanah 

1. Pengertian pendaftaran tanah menurut ketentuan Pasal 1 

ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997 adalah rangkaian kegiatan 

yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus 

berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, 

pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan 

data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, 

mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah 

susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi 

bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik 

atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang 

membebaninya. 

2. Menurut Boedi Harsono pendaftaran tanah adalah suatu 

rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh negara/pemerintah 

secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan 

keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah 

tertentu yang ada diwilayah wilayah tertentu, pengolahan, 

penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, 

dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum 

dibidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya 

dan pemeliharaannya. 

3. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang 

dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, 

berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, 

pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan 

PENDAFTARAN 
TANAH 



327 

BAB 

9 

 

A. Pengertian-Pengertian PPAT  

Pengertian-Pengertian terdapat didalam Pasal 1 PP 24 tahun 2016 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemberintah Nomor 37 Tahun 

1998 tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

1. Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, 

adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk 

membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum 

tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas 

Satuan Rumah Susun. 

Akta PPAT disebut sebagai akta otentik karena dibuat 

dihadapan pejabat yang diberi wewenang, bentuk dan 

persyaratannya ditentukan oleh undang-undang. Pengertian 

Akta otentik itu sendiri diatur dalam Pasal 165 HIR yang 

sama redaksinya dengan pasal 265 Rbg yang berbunyi: 

´$NWa otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau 

dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, 

merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para 

ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya 

tentang yang tercantum di dalam dan bahkan sebagai 

pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir hanya 

diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal 

SDGD�DNWD�LWXµ 

Selanjutnya diatur pula dalam ketentuan Pasal 1868 yang 

EHUEXQ\L�EDKZD�´6XDWX�$NWD�RWHQWLN� LDODK� VXDWX�DNWD�\DQJ�

didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, 

PERATURAN JABATAN 
PEJABAT PEMBUAT 

AKTA TANAH (PPAT) 
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A. Dasar Berlakunya Hak Tanggungan 

Pasal 51 UUPA sudah disediakan lembaga hak jaminan 

yang kuat untuk dapat dibebankan hak atas tanah, yaitu hak 

Tanggungan, sebagai pengganti lembaga hypotheek (buku II 

KUHperdata) dan Creditverband (Staatbsblad 1908-542 

sebagaimana diubah dengan Staatbsblad 1937-190). Ketentuan 

dalam peraturan tersebut yang berasal dari zaman kolonial 

belanda dimaksudkan berlakunya hanya untuk sementara 

waktu yaitu sambil menunggu terbentuknya Undang-undang 

yang dimaksudkan dalam Pasal 51 UUP tersebut. 

Dengan berlakunya undang-undang No. 4 Tahun 1996 

maka terpenuhilah apa yang diperintahkan dalam pasal 51 

UUPA. Oleh karena itu ditegaskan dalam pasal 29 UUHT 

bahwa dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan 

mengenai hypotheek (buku II KUHperdata) dan Creditverband 

(Staatbsblad 1908-542 sebagaimana diubah dengan Staatbsblad 

1937-190) sepanjang mengenai pembebanan hak pada hak atas 

tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah 

dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Dengan berlakunya UUHT ini dualisme dalam 

penggunaan hak tanggungan tidak ada lagi, namun untuk 

hypotheek sebagai lembaga hak jaminan untuk kapal dan 

pesawat terbang masih berlaku.  

 

HAK 
TANGGUNGAN 
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A. Pengertian Wakaf  

Pengertian wakaf adalah : 

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan 

dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya 

untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan 

ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.  

2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda 

miliknya.  

3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang 

diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir 

untuk mewakafkan harta benda miliknya.  

4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari 

Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan 

peruntukannya.  

5. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya 

tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta 

mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang 

diwakafkan oleh Wakif.  

6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat 

PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh 

Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.  

7. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk 

mengembangkan perwakafan di Indonesia. 

 

 

HUKUM 
WAKAF 
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A. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 

1. Berlakunya Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 Tentang 

Satuan Rumah Susun 

Hak milik atas satuan rumah susun (disingkat HMSRS) 

bukan hak atas tanah tetapi berkaitan dengan tanah. 

a. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun semula diatur 

dalam UU No. 16 Tahun 1985 dan ketentuan ini sudah 

dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang No. 20 

Tahun 2011 dalam pasal 118 huruf a menyatakan bahwa 

pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku maka 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah 

Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3318) dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

b. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan 

peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 1985 tentang Rumah Susun dinyatakan tetap 

berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti 

dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan 

Undang-Undang ini. 

2. Pengertian Rumah Susun 

a. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang 

dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam 

bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, 

baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan 

HAK MILIK ATAS SATUAN 
RUMAH SUSUN, KAWASAN 

PEMUKIMAN DAN HAK 
MENGUASAI RUANG DIBAWAH 

TANAH 
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A. Pengertian 

1. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah 

dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil 

kepada pihak yang berhak.  

2. Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau 

memiliki objek pengadaan tanah.  

3. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan 

bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan 

dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.  

4. Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain 

yang akan ditetapkan dengan undang-undang. 

5. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, 

dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah 

Pusat/Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya 

untuk kemakmuran rakyat. 

 

B. Ketentuan Yang Mengatur Pengadaan Tanah 

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan 

Tanah 

2. Pasal 122, Pasal 123 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) 

3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah, oleh karena 

berdasarkan Pasal 142 yang berbunyi bahwa pada saat 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Presiden 

PENGADAAN 
TANAH 
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A. Sejarah Kelembagaan Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia 

Pada era 1960 sejak berlakunya Undang²undang Pokok 

Agraria (UUPA), Badan Pertanahan Nasional mengalami 

beberapa kali pergantian penguasaan dalam hal ini 

kelembagaan. Tentunya masalah tersebut berpengaruh pada 

proses pengambilan kebijakan. Ketika dalam naungan 

Kementerian Agraria sebuah kebijakan diproses dan 

ditindaklanjuti dari struktur Pimpinan Pusat sampai pada 

tingkat Kantah, namun ketika dalam naungan Departemen 

Dalam Negeri hanya melalui Dirjen Agraria sampai ketingkat 

Kantah. Disamping itu secara kelembagaan Badan Pertanahan 

Nasional mengalami peubahan struktur kelembagaan yang 

rentan waktunya sangat pendek. 

Untuk mengetahui perubahan tersebut dibawah ini 

adalah sejarah kelembagaan Badan Pertanahan Nasional : 

1. Tahun 1960-1970 : 

a. Tahun 1960-1963 

Pada awal berlakunya UUPA, semua bentuk peraturan 

tentang pertanahan termasuk Peraturan Pemerintah 

masih di keluarkan oleh Presiden dan Menteri Muda 

Kehakiman. Kebijakan itu ditempuh oleh pemerintah 

karena pada saat itu Indonesia masih mengalami masa 

transisi. 

b. Tahun 1963 

Tahun ketiga sejak berlakunya UUPA,dibentuklah 

sebuah departemen pertanian dan agraria yang dipimpin 

ORGANISASI DAN 
KELEMBAGAAN 

KEMENTERIAN AGRARIA 
DAN TATA RUANG/BPN 
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